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ABSTRAK

Megara Kesatuan Republik Indonesia (MKRID terdivi dan ratusan dacrah dengan
keberagaman potensi sumber dava di masing-masing dacrah. Dengan wilayvah vang luas
diperlukan pengaturan dan pembingan untuk pengembangan potensi sumber daya daerah
tersebut. Konsep dasar otonomi adalah bagaimana menjadikan keberagaman potensi itu
menjadi aktual herdasarkan karva dan prakarsa masyarakat lokal di daerah tersebut {loca!
cadtopenyy, Otonomi sebaga manifestas: dart asas desentralizast telah menjadi konsensus
nasionzl sejak masa kemerdekaan Indonesia, Dalam Undang-Undang Dasar vang pernah
berlaku selalu terdapatl pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralizast di Indonesia,
D dalam Undang-Undang Dasar MNegara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan pengaturan tentang Pemerimtahan Doerah, Berdasarkan amanat Undang-
Undang Dasar Mepara Kesatuan Republik Indonesia dibentuklah Undang-Undang
Momor 32 Tazhun 2004 Tentang Pemenntahan Daerah, Pelaksanaan penvelenggaraan
Pemerintahan Daerab menurut Undang-Undang terscbut menganut prinsip Otonomi
dacrah seluas-luasnya. kecuall urusan Pemerintahan vang memjadi urusan Pemerinlah
antara lain: polittk lear negeri, pertahanan, Keamanan, vustisi, mencter dan fiskal serta
agama Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemenntah Momor 28 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinst, dan Pemerintah Daerah
KabupalenKotla, Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah diberni kewenangan untuk
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tingkat Provinsi. Dalam penulisan skripsi
i, yang menjadi perumuesan masalab adalah bagaimana pengaturan Kewenangan
Pemerintah  Prowvinsi  Sumatcra Barat dalam Penyelenggaraan  Pemerintshan,
bagaimanakah pelaksanzan kewenanpan Pemerintah Provinst Sumatera Barat dalam
Penyelengparaan  Pemenmlahan, apakah  kendala-kendzla  vang  dihadap  dalam
Pelaksanaan kewenangan Pemerintabh Provinst Sumatera Barat dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Berdasarkan permasalahan diztas, penulis melakukan penelitian
dengan metode yuridis Sosiologis. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penyelengrarzan
Pemerintahan ini adalah sering terjadi komi{lik kewenangan antar dacrah dan antara Pusat
dan Dazrah, jadi banyak aturan ataw keputusan vang tidak sinkron satu sama lain, karena
aturan alau keputusan tersebut termasuk dan pada kewenangan Pemerintah Pusat, Upava
vang dilakukan aleh Gubernur untuk mengatasi kendala-kendala terscbut adalah dengan
proses konsolidass Pemerimtahan Pusal dengan Dacrah. Ini bertujuan agar mengetzhu
pengaturan sejauh mana kewenangan pusat dan dasrah untuk aspek-aspek yang letih
dettl, Sehingpa, kalau ada persoalan, biar lebih jelas vang mana kewenangan pusat, vang
mana kewenangan dacrah. Implementasi Sistem Pemerintahan Dacrabh di Indonesia
berdasarkan UUD 1945 dalam keranghka MNegara kesatuan Republik Indonesia
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PENDAHULUAN

Latar Belakanz Masalah

Reformasi pembangunan telah menelorkan berbagai gagasan baru, antara
lain octonomi daerah. Sesungguhnya pembicaraan tentang otonomi daerah sudah
dimulai jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, rakyat di berbagai daerah telah
mengharapkan sesvatu vang konkret dari kemerdekaan. Yakni sesuatu fatanan
sosial vang adil, yang bebas dari penindasan, diskriminasi dan penjajahan. Tetapi
setelah pola tersebut diterapkan, ada keinginan awal vang tidak terpenuhi karena
berbagai dacrah merasa diperlukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Akibatnya,
terciptanya rasa tidak puas dacrah terhadap pemerintah pusat karena kehidupan
vang demokratis tidak tercipta seberbagai mana mestinya,'

Sesungguhnya logika demokrasi dari pemberian otonomi dari pusat kepada
daerah adalah : {1) memberikan kerangka untuk memperluas partisipasi politik
rakyat daerah. yang memungkinkan rakyat daerah memiliki akses vang lehih
efektit kepada pemerintah, dan; {(2) memberikan jaminan kebebasan bergarak bagi
elemen-elemen daerah, baik formal maupun informal, wntuk menvalahgunakan
sumber-sumber vang ada di daerahnya dalam rangka memenvhi kepentingan
recional dan negara vang seluas—luasn}'a-:

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelengoarnan otonemi dagrah perly memperhatikan hubungan antar susunan
pemerintahan dan antar pemerintshan dacrah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Aspek hubungan wewenang perlu memperhatikan kekhuosusan dan keseragaman

" %aldi 1sra don Subarizal, Teknik Pepusionan Produd Fukuw Doeeah, Anporel Law Firm, Padang, 2001,

flm v

* Ibid, Rlm v



daerah dalam sistem WNegara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan
kevangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber dava
lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras, Disamping itu, perlu diperhatikan
pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahwan dan teknologi, Agar mampu menjalankan
peranan tersebut, daerah diberi kewenangan vang seluas-luasnya diseriai dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan
sistem penyelenggaraan pemerintzhan negara.’
LIntuk menjalankan fungsi sscam optimal, sedikitnya ada 7 elemean utama
Penvelengearann (Monomi Daerah, yaitu
1. Adanya vrusan pemerintahan yang diserahkan kepada daemah. Tlrusan tersebut
merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk
mengatur dan mengurus rumah tangranya sendiri.
2. Adanva kelembagaan yang merupakan pewadaban dari otonomi yamg
diserahkan kepada daerah.

Adanya personil yaitu pegawal yang mempunyai tugas untek menjalankan

it
'

urusan atonami yang menjadi isi rumah tangea daerah vang bersangkutan;

4. Adanva sumbar-sumbar keuangan untuk membiavai pelaksanaan otonomi
daerah,

3. Adanva unsur perwakilan yang merupaken perwojudan dare wakil-wakil rakyat
vang telah mendapetkan  legitimasi untuk memimpin penyelengparaan

pemerintahan daerah.

':tiuf-luui Wirman, “Aevenangod Pemerlurak, Pemeriniad Proviesd dar Peserivall Kebupaten'Kons dalin
Pemvelengraramn Pemirinteban memead UL Nomor 32 Tater 2004 tfentang Pemerimiahan Daeeolr”,
mzkalah . poda Bimbingan Teknis (Legal Drafling) Bagi Aperae Pervesusoan Produk - Hukum
Fobupaten/Foola 2o Suntera Basat, him |



6. Adsnya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien,
efeltif, ekonomis, dan akuntabel;

7. Adanya penpawasan, suvervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan
cfisien.’

Dalam Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 menganut prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan menpurus dan mengatur
semua urusan pemerintzhan diluar yang menjadi wrusan pemerintahan yang
ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayvanan, peningkatan, peranserta, prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahtraan rakyat.
Scjalan dengan prinsip tersebut dilaksanekan pula prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggungjawab  adalah swatu prinsip bahwa untuk  menangani - urusan
pemerintehan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang
senvatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang scsuai
dengan potensi dan kekhasan daerah, Dengan demikian ini dar jenis otonomi bagi
setiap deerah tidak selalu sama dengan dacrah Jainnye. Adapun vang dimaksud
dengan  otonomi  vang  berianggunpjewab  adalah  otonomi  vang  dalm
penyelenggarsannva harus benar-benar sejalan  dengan  twjuan dan maksud
pemberian otonomi, vang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk
meningkatkan kesejahtraan rakyat yang mervpaken bagian ulama dari tujuan
nasional.”

Pembentukan dacrzh otonom merupakan fenomena umum atau kebuluban

universal. Penyebaran kekuvasaan  atau otoritas kepada komunitas lokal ontok

Dentany Sindung Mowardi, “Ferwonesan Dedibator Klberfa Dan Pergukuron Kineeia Femteriniafi
Daerah”, Prosiding Makalah Pada Diskusi Penel, Research Session dain Serminar Nosionnl, Jakartn 17 el
2003, hilm 3-6.
* Dp-cit, him §



mengambil keputusan tertentu dan melaksanakan fungsi pemerintahan menjadi
suatu kebutuhan dalam nepara-nagara modren, D negara yang besar akan menjadi
lebih tepat, lebih efisien dan efektif untuk melimpahkan sebagian kewenangan
yang dipegang pemerintah pusat kepada suatu entitas lokal yang membentuk
pemerintahan dacrah. Desentralisasi sebagai model pemerintahan daerah dianggap
dopat memperkokoh kesatuan dengan membuat seluruh sistem pemerintahan
menjadi lebih efisien dan efeknif. Pemusatan dan konsentrasi kekuasaan yang
berlebihan dapat menjadi sangat tidak efisien, dan kegagalan mendelegasikan
kewenangan kepads pemerintah lokal akan menghambat langkah efektifitas
penvelengearaan pemerintahan dan menunjukkan rendahnya sertifitas demokrasi
pejabat |:m|5:1’4t.ﬁ

Pengpunasn asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

ditujukan dengan adanya pembagian daerah-dasrah sebagaimana tertuang dalam
UUD 1945 amandemen kedua Pasal 18 avat (1) sampai dengan ayat (3) yang
ht:rhun}'i'-"

{13 Megara Kesatwan Republik Indonesia dibagi atas daerab-daerah
Provinsi itu dibagi atas Kebupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi,
Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
dengan Undang-Undang.

{21 Pemerintahan Daersh Provinsi, Dasrah Kabupaten dan Kota mengatur
dan mengurus sendiri wrusan pemerintzhan menurut asas otanomi dan
tugas pembantuan

{3} Pemerintzhan Dacrah Provinsi, Daerah Kabupaten dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

UL 1945 Pasal 18 ayat {1) sampai dengan ayatl (3} mengatur tentang

Pemerintahan Daerah, mengandung pokok pikiran sebagai berikut,

“ Dighermansyal Djohan, Menghaii Kembali Kanseg Pemebaran Daral Ctonom, CHE Center, Jukarta,
“I'_-.’I'H- hilm 126k
" Dalam U0 1945, Pasal 88 ayac (L sampai {3]



BABIII

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan ruang lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
dalam Penvelenggaraan Pemerintahan
A 1. Berdasarkan Undang-undang Nomaor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Pembagian dacrah di Tndonesia beedasarkan Pasal |8 Undang-undang
Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagl atas
daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang
tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintzhan daerah yang
diatur undang-undang, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam
penyelenggaraan pemerintshannya menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan. Peleksanasn asas Dekonsentrasi dilctzkkan pada Daerah
Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilavah Administrasi untuk melaksanakan
kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah,”™

Konstruksi perwilavahan vang diatur didalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah, menempatkan Provinsi sebagai daerah
otonom sekalipus sebapail Wilayah Administrasi. Pengaturan sedemikian ini berarti
hahwa antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota mempunyai keterkaitan dan
hubungan hirackhis satu sama lain, baik dalamarti status kewilayahan maupun

dalam sistem dan prosedur penyclengparasn pemerintahan. Adanya pemikiran

1 : ; i A
'6|};_':|1;'||-';|_'||'||_'-|1 Dalam Megeri Kepublik Indonesio “Mempmrapkan Perah Grbernir Sebagod Hakil
Pomprintal 0 Daeral™ Bulan Pagaran Direktor Fenderal Olonomi Dacrah Pada Forom Eoordinasi dain
Foprsultzs Pemantagan Desentralisns dan Ownomi Docrab Jakarta, 26 Juli 2005, Him L
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban dasrah otonom untuk
mengatur dan  mengurus  sendirl urusan  pemerintahan dan  kepentingan
masyarakat setempat sesvai dengan peraturan perundang-undangan.Prinsip
otonomi daerah vang terdapat dalam Undang-Undang 32 Tahon 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk
mempercepat  terwujudnys  kesejahteraan  rakyat  melalui  peninghkatan
pelayanan, pemberdayasn dan peran serta masvarakat. Kendala-kendala dalam
pelaksanaan penvelenggaraan Pemerintahan ini adalah sering terjadi komplik
kewenangan antar daerah dan antar deerah dan pusat, jadi banyak aturan atau
keputusan yang tidak sinkron satu sama [ain, karena aturan atau keputusan
tersebul termasuk darn pada kewenangan Pemerintzh Pusat, upaya vyang
dilakukan oleh Gubemur untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah
dengan proses konsolidasi Pemerintah Pusat dengan Daerah. Ini bertujuan agar
mengetahui pengaturan sejauh mana kewenangan pusat dan deerah untuk
aspek-aspek yang lebih detil. Sehingga, kalaw ada persoalan, biar lebih jelas
vang mana Kewenangan pusat, vang mana kewenangan daerah.

Kewenangan dalam Penvelenpparaan Pemerintahon Daerah oleh Gubemur
selaku Wakil Pemerintzh di Deerah adalah upava yang dilakukan untuk
mewjudkan tercapainya teuan penvelenggaraan otonemi daerah. Tujuannya
bukanlah wntuk mengintervensi terlalu mendalam, tetapi agar Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat berjalan sesum dengan kewenangan vang dimiliki

Peraturan Daerah vang dihasilkan tidek memberatkan rakyat demi mengejar

==k
ik
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Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi , adanva penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah tersebut halnya dalam rangka mgas pembantuan di Sumatera Barat,
tugas-tugas dimaksud lebih diarahkan pada upaya ustwk meningkatkan
kapasitas dan  kelancaran hubungan administrasi  penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, khususnya pada vpaya revitalisasi jaringan komunikasi
antara pemerintah Pusat dan Daerah. Sementara itu, penvelenggaraan tupgas-
tugas pemerintahan lainnya yang sesuai dengan kewenanpan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat, dilandasi denpan kriteria eksternalitas, akuntahilitas,
dan efisiensi.

3. Dalam melaksanakon Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah
aleh Gubernur Sumatera Barat ind, banyak menghadapi kendala-kendala vaitu;
sering terjodi komilik kewenanpgan antar deerah dan antara Posat dan daerah.
Banvak peraturan vang tidak sinkron satu sama lain, baik peraturan Pusat
maupun peraturan daerah. “Resentralisasi secara halus” sering dilakukan oleh
pusat dengan PP-PP atau 5KE-5K Mentri. Fenomena tarik-menarik kewenangan
antara Pusal dan Daerah ini sebenamya terkait erat dengan rivalitas kekuasaan
antara Pusat dan Dacrah dan percbutan resources (sumber-sumber) vang

berharga dan langka.

B. Saran.

Untuk mengatasi hal-bal tersebut seperti yang dikemukekan diatas,
diperlukan  perpaduan vang  sinergl antara  Pemerintah, Pemerintah  Pusat,
Pemerintab Provinsi. Menurut pendapat  penulis perlu dilakukan berbagai upaya
agar Kewenngan Pemerintah Provinsi dimasa vang akan dating bisa berjalan sesuai

dengan yang diharapkan, disarankan:
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